
BAB I 

PEl\'l>AHULUAN 

Indonesia merupakan negara huk"lnn yang segala sesuarunya berdasarkan 

ata� hukum dan adanya penghonnatan atas harkat dan manabat manus1a sebagai 

mahluk ciptaan Tuhan YME. Tujuan untuk kedamaian dalam masyarakat 

umumnya telah dapat ditcrima secara luas. hulmm menl!atur agar kepentmgan-

kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin 

dan d1wujudkan tanpa merugikan pihak lain. Hal ini tenuang dalam UUO I 945 

sebaga1 dasar hukum bangsa Indonesia yang tennuat pasal 24 (I) yaitu . 

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain 
badan kehakiman menurut unda1•g-undang·• 
12) ya1tu "Susunan dan kekuasa.an b;;dao kehakiman itu d1atur dengan undang­
undang" 
Pasal 25 : "Syarat-syarat untuk menjad1 dan diperhaukan sebagai hakim 
d11etapkan dengan undang-undang. 
?asal 26 (I) yaitu "Yang menJndi warga negara ialah orang-orang bangsa 
biones1a asli dan orang-orang bangsa lain yang d1sahkao dengan undang-undang 
sdiaga1 warga negara dan didalam undang-undang hukum acara pidana ini 
�gguh sangat penting sekali untuk mengetahui sejelas-jelasnya untuk 
cengetahui hak-hak mereka pada khususnya dan kewaJiban mereka pada 
=ya dalam undang-undang huk"llm acara p1dana iru yang dibahas adalah rata 
era bukan kasus hukum 

Pada umumnya banyak pcndapat yang mcngatakan bahwa hukum perlu 

c:i:cl; rnengatur dan menJaga agar ketenruan-ketentuan itu d1taari. Untuk nu perlu 

Ilda S3llksi bagi perbuatan yang melanggar hukum tersebut melalui suatu proses 

peradilan p1dana unruk menjatulu pernidanaan 1tu, namun tldak dapat d1pungkiri 

b2hv.a halam bisa saja keliru dalam menjanihkan putusan, walaupun undang-

rl•ng 1ru duumuskan olell pembuat undang-undang tetapi dalarn keputusan yang 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



diJaluhknn olcl1 hakim bisa sajn keliru, karcna haki111 pada dasarnya adalah 

manusia biasa yang dapat berbuat salah. Untuk itu kekeliruan 1ersebut bisa saja 

dibatasi dengan adanya upaya hukum luar bisa yaitu peninjauan kembali, 

disamping upaya hukurn biasa berupa banding dan kasasi. 1 

.' Pcninjauan kembali men1pakan upaya hukum yang diperoleh untuk 

penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan-putusan hakim yang pada 

C'."'umnya tidak dapat diganggu gugat. Pcninjauan kcmbali terefleksi dalam pasal 

:'.I llU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok kekuasaan Kehakiman yaitu: 

·.�abila terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan oleh Undang­
ll!'.dang lcrdapat putusan pengadilan yang tclah mempcrolch kckuatan hukum 
re:ap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam 
perkara perdata dan pidana oleh pihak yang berkepentingan"2 

Dal.am sistem tata cara pengadilan Negara kita dengan penuntutan yang 

memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dibuka lagi (Nebis m idem) hal ini 

:m:flcks1 dalam pasal 76 KUI !Pidana ya1tu : 

'"O:ug tidak boleh dituntul dua kali karena perbuatan yang oleh hakim lndonesia 
le!tldap d1rinya telah diadili dcngan pu1usa11 yang mcnjadi tetap". 

D::c� hal ini dilakukan demi tcgaknya kepastian hukum, kecuali dalarn 

c:emperhaukan suatu putusan yang tidak adil seorang terdakwa dapal mengajukan 

i:paya luJaun. baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa 

ll=1auan kembali demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa 

�=? M!Jya dapat diajukan apabila bagi terdakwa atau jaksa tidak terbuka upaya 
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